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BUPATI KLUNGKUNG 
PROVINS! BALI 

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG 
NOMOR 65 TAHUN 2019 

TENTANG 

TUNJANGAN BEBAN KERJA PENJABAT PERBEKEL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KLUNGKUNG, 

a. bahwa dalam upaya pemenuhan hak dan peningkatan 

kesejahteraan serta untuk meningkatkan daya guna dan 

hasil guna Pegawai Negeri Sipil sebagai penjabat perbekel 

dalam melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta 

kewajiban perbekel dalam kurun waktu tertentu, dipandang 

perlu memberikan tunjangan; 

b. bahwa aktifitas Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan 

sebagai penjabat perbekel tidak terakomodir dalam 

pemberian tunjangan kinerja daerah kepada Pegawai Negeri 

Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil schingga untuk 

memberikan landasan dan kepastian hukum dalam 

pemberian tunjangan beban kerja penjabat perbekel perlu 

mengatur secara khusus tunjangan beban kerja penjabat 

perbekel; 

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

ten tang Tunjangan Be ban Kerja Penjabat Perbekel; 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655); 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

a. bahwa dalam upaya pemenuhan hak dan peningkatan 

kesejahteraan serta untuk meningkatkan daya guna dan 
hasil guna Pegawai Negeri Sipil sebagai penjabat perbekel 

dalam melak:sanakan tugas, hak dan wewenang serta 
kewajiban perbekel dalam kurun waktu tertentu, dipandang 
perlu memberikan tunjangan; 

b. bahwa aktifitas Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan 
sebagai penjabat perbekel tidak terakomodir dalam 
pemberian tunjangan kinerja daerah kepada Pegawai Negeri 
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga untuk 
memberikan landasan dan kepastian hukum dalam 
pemberian tunjangan beban kerja penjabat perbekel perlu 
mengatur secara khusus tunjangan beban kerja penjabat 
perbekel; 

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Tunjangan Beban Kerja Penjabat Perbekel; 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679;) 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

1 1  T ah u n  2019  ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana teiah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 1 1 2  Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Kepala Desa (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1221);  

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (erita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6 1 1 ) ;  

6 .  Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 
2017 ten tang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan 
Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten 

Klungkung Tahun 2017 Nomor 12); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679;) 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah 

diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ten tang Pemilihan 

Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1221); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 
2017 ten tang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan 
Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten 
Klungkung Tahun 2017 Nomor 12); 



Menetapkan 

7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Klungkung Tahun 2015 Nomor 23) scbagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Kungkung Nomor 33 

Tahun 2016 ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung 

Tahun 2016 Nomor 33); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PENJABAT 
PERBEKEL. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Klungkung. 

3. Bupati adalah Bupati Klungkung. 

4. Penjabat Perbekel adalah Pcgawai Negeri Sipil yang 
diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan 
wewenang serta kewajiban perbekel dalam kurun waktu 
tertentu. 

5. Tunjangan Beban Kerja adalah tunjangan yang diberikan 
kepada Penjabat Perbekel atas beban pekerjaan yang 
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan 
mutu pclayanan pemerintah desa. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa selanjutnya 
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pcmerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

BAB II 

TUNJANGAN BEBAN KERJA PENJABAT PERBEKEL 

Pasal 2 

Penjabat Perbekel dalam pelaksanaan tugasnya diberikan 
tunjangan beban kerja. 
Penjabat Perbekel dalam pelaksanaan tugasnya diberikan 
tunjangan beban kerja. 

Pasal 2 

BAB II 
TUNJANGAN BEBAN KERJA PENJABAT PERBEKEL 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Klungkung. 

3. Bupati adalah Bupati Klungkung. 
4. Penjabat Perbekel adalah Pegawai Negeri Sipil yang 

diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan 
wewenang serta kewajiban perbekel dalam kurun waktu 
tertentu. 

5. Tunjangan Beban Kerja adalah tunjangan yang diberikan 
kepada Penjabat Perbekel atas beban pekerjaan yang 
dilaksanakan dalam rangka mcningkatkan kinerja dan 
mu tu pelayanan pemerintah desa. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya 
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PasaJ 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PENJABAT 
PERBEKEL. 

MEMUTUSKAN: 

7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor23 Tahun 2015 tentang 

Pengclolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabu paten 

Klungkung Tahun 2015 Nomor 23) scbagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 33 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 Ten tang Pengelolaan 

Keuangan Desa (Serita Daerah Kabupaten Klungkung 

Tahun 2016 Nomor 33); 

Menetapkan 



Pasal 3 

( 1) Besaran Tunjangan Beban Kerja sebagaimana dimaksud 
daJam PasaJ 2 sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan 
ratus ribu rupiah). 

(2) Tunjangan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
( ) dibayarkan setiap bu Ian. 

BAB 111 

PENGANGGARAN 

Pasal 4 

Tunjangan Beban Kerja Penjabat Perbekel dianggarkan dalam 
APBDesa. 

BABlV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
daJam Berita Daerah Kabupaten Klungkung. 

Ditetapkan di Semarapura 
pada tanggaJ 28 Agustus 20 l 9 

BUPATI KLUNGKUNG, 

I NYOMAN SUWIRTA 

Diundangkan di Semarapura, 
pada tanggal 28 Agustus 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, 

I GEDE PUTU WINASTRA 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019 NOMOR 69 SERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019 NOMOR 69 

I GEDE PUTU WINASTRA 

Diundangkan di Semarapura, 
pada tanggal 28 Agustus 2019 

SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, 

I NYOMAN SUWIRTA 

BUPATI KLUNGKUNG, 

Ditetapkan di Semarapura 
pada tanggal 28 Agustus 2019 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Klungkung. 

Pasal s 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Tunjangan Beban Kerja Penjabat Perbekel dianggarkan dalam 
APBDesa. 

Pasal 4 

BAB III 
PENGANGGARAN 

(1) Besaran Tunjangan Beban Kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan 
ratus ribu rupiah). 

(2) Tunjangan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dibayarkan setiap bulan. 

Pasal 3 


